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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum  

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, 

diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi 

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, 

dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam 

maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3. 

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Kinerja Keuangan 

dan Operasional PT Bio Farma di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 

didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, 

pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI 

tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan 

Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 – 2024, dan 

Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek 

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 

2023 - 2024. 

 

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 
 

NO. NO. 
ANGG. 

N A M A KETERANGAN 

1. A-103 MOHAMAD HEKAL, M.B.A. PIMP. KOMISI VI / F-
PGERINDRA 

2. A-196 ADISATRYA SURYO SULISTO F.PDIP 

3. A-229 ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. F.PDIP 

4. A-158 SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON F.PDIP 

5. A-199 Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M. F.PDIP 

6. A-348 TRIFENA M. TINAL, B.Sc. F.PG 

7. A-294 Drs. H. DADANG S. MUCHTAR F.PG 

8. A-94 MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA. F.PGERINDRA 

9. A-135 HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. F.PGERINDRA 
10. A-353 H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P. F.PNASDEM 

11. A-11 TOMMY KURNIAWAN F.PKB 

12. A-40 H. ALI AHMAD F.PKB 
13. A-523 MUSLIM, S.HI., M.M. F.PD 

14. A-416 Hj. NEVI ZUAIRINA F.PKS 



 
 

 
 

15. A-409 RAFLY KANDE F.PKS 
16. A-499 Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. F.PAN 

 

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA 

A. PT. Bio Farma (Persero) 

Pada era globalisasi sektor industri manufaktur merupakan sektor yang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

menjual produk mulai dari proses produksi yaitu dari pembelian bahan baku, proses 

pengolahan   hingga   menjadi   barang   jadi.   Industri   manufaktur   memberikan   

kontribusi terbesar untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya pada 

pembentukan PDB dan kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah yang tinggi. 

Menurut Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam 

menumbuhkan industri manufaktur.  Perkembangan industri manufaktur di Indonesia 

mengalami kenaikan terus menerus selama 5 tahun terakhir, meskipun semua negara 

terdampak pandemi Covid-19 pemerintah cepat mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian. 

 

Industri Farmasi merupakan salah satu sektor industri manufaktur yang menjadi 

andalan dan mendapatkan prioritas pengembangan karena memiliki peran besar sebagai 

penggerak utama perekonomian nasional. Hal itu didukung adanya Instruksi Presiden 

No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan pengembangan Industri farmasi dan alat 

Kesehatan.  Regulasi ini menginstruksikan 12 kementerian dan lembaga agar saling 



 
 

 
 

bersinergi dan mendukung dalam mendorong kemandirian obat nasional. Pemerintah 

telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan bahan baku obat untuk 

mendukung kemandirian industri farmasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 

Tahun 2013, kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 

tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. 

 

 

Holding BUMN Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma) memperoleh 

tingkat kesehatan perusahaan dalam kategori SEHAT A dengan skor 70 pada laporan 

tahunan tahun 2022. Peringkat kesehatan keuangan ini menunjukkan komitmen Holding 



 
 

 
 

untuk senantiasa menjaga Pengembangan perusahaan stabil di tengah tantangan yang 

ada. Tahun 2022, laba bersih Bio Farma mengalami penurunan 74% dibandingkan tahun 

2021 atau mencetak laba bersih Rp 505,89 miliar. Total EBITDA Holding mencapai Rp 

1,977 triliun turun sebesar 51,6% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

 

Pendapatan PT Bio Farma (Persero) secara konsolidasi (holding) mencapai 

Rp21,539 triliun di tahun 2022 mengalami penurunan 50,4% dari tahun 2021. Secara 

detail hal ini bisa dilihat pada pendapatan Bio Farma yang mengalami penurunan 63,6% 

dari tahun 2021 atau mencapai Rp 11,026 triliun. Penurunan ini terjadi karena selesainya 



 
 

 
 

program vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Sejak berdiri, Holding BUMN 

Farmasi Bio Farma membawa misi untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional di 

Indonesia. Sehingga, ketika Pandemi melanda negeri Bio Farma berkomitmen menjadi 

garda terdepan dalam memerangi Covid-19. 

 

 

Meskipun terdapat penurunan Kinerja di tahun 2022, namun apabila aktivitas terkait 

Covid dikecualikan, kinerja Bio Farma di tahun 2022 lebih baik dari 2021. Pada tahun 

2023, Bio Farma Grup akan melakukan perbaikan fundamental perusahaan untuk 



 
 

 
 

menyesuaikan dengan kondisi pasar kesehatan yang berubah diakibatkan oleh 

perubahan pola konsumsi. 

 

Pada tahun 2022 PT Biofarma (Persero) dapat memberikan sumbangsih terhadap 

pendapatan devisa negara melalui dividen sebesar Rp69,6 M. meskipun turun dari nilai 

dividen tahun 2021 sebesar Rp150 M namun secara % dividen payout ratio pada tahun 

2022 mengalami peningkatan menjadi 12,9%. Pada tahun 2022 Holding BUMN Farmasi 

memberikan kontribusi perpajakan Rp1,27 T.   

 



 
 

 
 

Bio Farma dan Thai Red Cross Society by Queen Saovabha Memorial Institute 

(QSMI) telah menandatangani Letter of Authorization untuk kerja sama terkait registrasi 

produk antisera dan kerja sama lain terkait dengan suplai atau produksi antisera dan 

antivenom. 

 

Setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia, Institut Vaksin Internasional 

(IVI) mengumumkan vaksin konjugat tifoid (TCV) Bio-TCV milik Bio Farma telah 

mendapatkan izin edar di Indonesia. 
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September kemarin Biofarma membagikan beragam solusi kesehatan dari hulu 

hingga hilir kepada delegasi Gelaran ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023. Solusi 

tersebut diantaranya Medbiz, Medtrack, Mediverse, Medevo, Medwell, dan Q100+ 

Platform. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

III. CATATAN DAN REKOMENDASI 

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi PT Bio Farma 

(Persero) pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa 

catatan yang perlu menjadi perhatian mitra. Catatan tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 



 
 

 
 

• Sebagai Holding Farmasi, jika keuangan Bio Farma bagus saat pandemi 

Covid – 19 kemarin, itu karena penugasan dari pemerintah. Mengingat 

pandemi Covid – 19 telah berakhir. Bia Farma harus mandiri dan 

melakukan terobosan agar kinerja keuangan dan operasional 

meningkat. 

• Terkait dengan penyakit Cacar Monyet yang belakangan ramai di 

masyarakat, Bio Farma harus hadir memberikan solusi kepada 

masyarakat. 

• Angka penyakit ISPA dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di 

Provinsi Banten meningkat. Sementara masyarakat kesulitan dalam 

mendapatkan obatnya. Terkait hal ini, Bio Farma harus berkontribusi 

untuk masyarakat. 

• Masyarakat banyak yang masih ketergantungan dengan obat-obat 

tradisional, seperti herbal. Menurut sebagian besar masyarakat, herbal-

herbnal tersebut belum dikembangkan oleh perusahaan holding farmasi. 

• Diharapkan Bio Farma sebagai Holding Farmasi dapat memberikan 

laporan secara tertulis terkait kinerja keuangan PT. Kimia Farma, PT. 

Indo Pharma dan INUKI. 

• BUMN Farmasi merupakan perusahaan yang sudah beroperasi cukup 

lama. Kenapa sulit sekali untuk mendapatkan kinerja positif dari sisi 

keuangan. Apa yang menjadi persoalan utamanya? Sementara 

masyarakat terus membutuhkan obat-obatan. 

  

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi 

VI DPR RI, antara lain: 

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) sebagai Holding Farmasi 

agar dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan layanan farmasinya 

kepada masyarakat. 

2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Bio Farma (Persero) untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap bahan baku obat impor serta meningkatkan 

pengembangan bahan baku obat dalam negeri dengan cara melakukan 

kolaborasi dengan berbagai Lembaga dan Kementerian.  



 
 

 
 

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) agar menyusun 

perencanaan keuangan dan operasional perusahaan jangka pendek, 

menengah dan panjang, sehingga tidak hanya mengandalkan penugasan dari 

pemerintah saja.  

4. Komisi VI DPR RI tetap akan membawa kembali ke dalam rapat di DPR terkait 

perkembangan industri farmasi dalam negeri, meskipun telah mendapat 

penjelasan dan gambaran langsung dari direksi PT Bio Farma (Persero), 

mengingat perlunya mendapat perhatian dari Komisi VI DPR RI. 

 

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka 

Pengawasan Kinerja dan Kontribusi BUMN oleh PT Bio Farma di Provinsi Jawa Barat, 

pada masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 - 2024. Kami mengharapkan 

berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI. 

 

 

 Bandung, 4 Desember 2023 

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI 

Ke Provinsi Jawa Barat 

 

TTD 

 

Mohamad Hekal, MBA 

A – 103 

 


